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AKSES PADA KEADILAN BAGI
RAKYAT MISKIN

(Dilema antara Kesadaran akan Kewajiban dan Kepekaan Sosial Advokat atau
Kesulitan Mengatasi Birokrasi Pemerintahan’

Agus Raharjo?, Angkasa, dan Hibnu Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

AESTRAK

erolehan keadilan bagi rakyat miskin merupakan suatu persoalan
Pyang serius. Bantuan hukum sebagai hak yang dijamin oleh
konstitusi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Persoalan bukan
~anva terletak pada rakyat miskin, tetapi juga ada pada advokat dan/
sau organisasi/lembaga bantuan hukum (OBH) dan pemerintah.
\i=tode pendekatan yvang digunakan adalah gabungan dari pendekatan
. ~=ridis normatif dan pendekatan terhadap hukum sebagai law in
soiris, dengan lokasi di Jawa Tengah dan Jakarta. Berdasarkan hasil
semelitian, terdapat ketentuan yang bertentangan antara UU No. 16
Tamem 2011 tentang Bantuan Hukum dengan UU No. 18 Tahun 2003
wotang Advokat. Berdasar UU No. 16/2011, kewajiban pemberian
“ertuan hukum terletak pada (OBL) yang telah terakreditasi, bukan pada
2 wokat sebagai individu. Padahal kewajiban untuk memberi bantuan
ks secara cuma-cuma pada rakyat miskin di Pasal 22 ayat (1) UU No.
23 terletak pada diri advokat sebagai individu. Pada ranah praktik,
se=berian bantuan hukum secara cuma-cuma tak berjalan sebagaimana
wwtmva karena banyak advokat atau OBII yang masih mengenakan
o= Davaran kepada orang yang dibelanya, sehingga istilah pro bono
oo menjadi tidak ada artinya. Ini terjadi karena adanya pergeseran
e ozi advokat dari officium nobile ke komersialisasi perkara. Akibat
“w= ebih jauh adalah timbulnya ketidakpekaan sosial advokat atas
=2 vang menimpa rakyat miskin. Persoalan lain yang dikeluhkan oleh
0 2dalah akses kepada dana pemerintah yang dialokasikan untuk

4 rtikel ini merupakan artikel hasil penelitian Hibah Kompetensi 2014
= sieeanakan berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian
N S TN231PN/2014 tanggal 18 Maret 2014,

I -mail: agus.raharjo007@gmail.com
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bantuan hukum tidak semudah yang diperkirakan. Pangkal persoalan
menjadi bergeser bukan lagi sekadar benturan peraturan, akan tetapi
lebih kepada prosedur pencairan yang berbelit-belit, Berdasarkan hal
tersebut, diperlukan sinkronisasi peraturan yang melandasi pemberian
bantuan hukum bagj rakyat miskin, kembalinya advokat pada khittahnya
sebagai profesi yang officum nobile, dan penyederhanaan pencairan
dana pemerintah untuk bantuan hukum bagi rakyat miskin.

Kata kunci: akses pada keadilan, bantuan hukum, rakyat miskin, pro
bono publico, officium nobile, advokat.

PENDAHULUAN

Negara telah meletakkan beban pada dirinya sendiri (kewajiban)
untuk menanggung (sebagian) beban rakyat miskin atas derita yang
ditimbulkan baik oleh dirinya maupun kegagalan negara dalam
menyejahterakannya. Beban itu diletakkan Pada Pasal 34 avat (1) UUD
1945 yang menetapkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara
oleh negara. Beban atau kewajiban negara ini dalam praktiknya,
dilakukan oleh pemerintah yang sampai saat ini telah menelurkan
banyak program untuk mengentaskan kemiskinan, akan tetapi karena
program tersebut lebih bersifat fragmentaris maka hasiln yajuga seperti
obat yang hanya menyembuhkan gejalanya saja bukan pada pen vakitnya.
Keadaan ini menyebabkan yang miskin akan tetap miskin, malahan
menimbulkan ketergantungan dan pengharapan yang berlebihan akan
program pemerintah vang instan itu.

Remiskinan memang sebuah dilema vang sifatnya paradoksal,
Pada satu sisj, kemiskinan adalah sebuah modal sosial bagi para politisi
maupun pengkritik kebijakan pemerintah sebagai bahan untuk menjual
ide atau gagasan politisnya mavpun menyerang pemerintahan, Dengan
berdalih membela kaum miskin, mereka berusaha untuk mendapat
perhatian dan mengeruk keuntungan hingga mengantarnya menjadi
anggota legislatif. Setelah itu kaum miskin dilupakan, politisi lebih
asyik bergulat dengan persoalan yang lebih “prestise” dan “elitis”,
yang menjauhkan diri dari konstituen yang dulu dijadikan legitimasi
perjuangannya. Begitulah yang terjadi, habis manis sepah dibuang,
habis kepentingan, mereka dilupakan.

Pada sisi lain kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks.
Kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, akan tetapi merembet ke
persoalan padabidang lain yang menyentuh pada persoalan kemanusiaan
secara holistik. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah vang hanya memberi
stimulus dalam bidang ekonom, seperti Bantuan Langsung Tunai (BIT)

—_— —-— — —_ - -
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PERMASALAHAN

Berdasarlatar belakang masalah tersebut di atas, ada dua permasalz’
an yang dibahas pada makalah ini. Pertama, mengenai permasalaha-
yang timbul pada diri advokat dalam pemberian bantuan hukun schag:
dilema antara kewajiban yang dibebankan undang-undang atauk:
timbul sebagai bentuk kepekaan sosial yang seharusnya dipunyai ol
seorang pemegang profesi; dan kedua, mengenai permasalahan yan
timbul setelah keluamya UU No. 16 Tahun 2011 berupa kesulitan men -
akses dana bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatz-
terhadap hukum scbagai luw in action, merupakan studi ilmu sosial yar-
non-doktrinal dan bersifat empiris. Sumber data utama dalam penelitia-
mi adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan sipers
dokumen dan lain lain. Lokasi penclitian di Jawa Tengah dan DKI Jakart-
Sasaran penelitian ini adalah norma hukum, dan perilaku masyaraka:
Informan penclitian ditentukan secara purposive yang meliputi advoka:
hakim, dan pengguna jasa atau penerima bantuan hukum dari advoka:
Data dikumpulkan dengan metode interaktif dan non interaktif. Datz
yang diperoleh dianalisis dengan model analisis interaktif,

PEMBAHASAN

1. Access to Justice: Pengertian dan Kedudukannya sebagai Hak
Rakyat Miskin
Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dari setiap
individu atau warga negara, wajib diberikan oleh negara sebaga:
konsekuensi penetapannya sebagai negara hukum (rechtsstaat)
Penetapan sebagai negara hukum ini diikuti dengan pernyataan
lain bahwa setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan &
hadapan hukum (prinsip equality before the law) yang tertuang dalam
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Melalui prinsip ini, negara tidak boleh
melakukan diskriminasi dengan alasan apapun kepada setiap orang
atau warga negra. Prinsip ini mudah dipelajari, didiskusikan atau
dikaji secara akademis, akan tetapi lidak mudah dalam praktiknya
Bahkan Amerika Serikat yang seringkali dianggap sebagai negara
yang paling menjunjung tinggi hak asasi manusia, masih sering
melanggar prinsip ini.?

3 Deborah L. Rhode, 2004, Access fo Justice, New York: Oneord University
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Melalui prinsip ini, seseorang berhak untuk diperlakukan
sama, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan
hukum. Jika orang kaya mampu membayar seorang advokat untuk
mendampinginya dalam proses peradilan,® orang miskin pun
memiliki hak yang sama untuk didampingi oleh seorang advokat
dalam kerangka bantuan hukum. Hal ini diperkuat pula denga
xetentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa fakir
mmuskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata “dipelihara”
2dak hanya diberi kebutuhan sandang dan pangan, akan tetapi juga
zkses pada keadilan berupa pemberian bantuan hukum. Dengan
kata lain, prinsip equality before the law selain mengandung arti
persamaan kedudukan di muka hukum, oleh Rhode diartikan pula
sebagai persamaan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.

[ak memperoleh pembelaan dari seorang advokat (access fo
Sl conmsel) adalah hak asasi setiap orang da merupakan salah satu
cnsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Oleh karena
i, tidak seorangpun dalam negara hukum yang boleh diabaikan
maknva untuk memperoleh pembelaan dari secorang advokat.
Pembelaan dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu
ang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan
politik, strata sosial ekonomi, warma kulit dan gender.®

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebenarnya hanya
merupakan salah satu dari akses terhadap keadilan. Akses terhadap
wsacilan berarti “diperlakukan secara adil berdasarkan hukum, dan
soabila tidak diperlakukan adil maka seseorang tidak akan menda-
satkan “redress” yang layak. Konsep atas akses terhadap keadilan

I =k hanva berarti akses terhadap advokat atau pengadilan, namun
w2 berarti akses terthadap ombudsman, dan lembaga-lembaga
1 “we=dilan” yang lain” Mengatasi permasalahan akses terhadap kea-

Pams. i 3

Haca mengenai statement klasik dari Galanter mengrenai orang-orang kaya
o memou membayar mahal pada advokat dalam menyelesaikan perkaranya
S Miee Calanter, "Why the “Haves” Come Out Ahead: Speculations on the
~ o w Legal Change”, 9 Law and Sociely Review (1974).

Deborah L. Bhode, opett, hlm. 5

T rans Hendra Winarta, 2009, Pro Bone Publico, Hak Konstitusional Fakir
e wwalk Memperoleh Bantuan Hukum, Jakarta: PT Gramedia, hlm. 1-2; dan
o maira Winarta, 2001, Bantuan Hukum di Indonesia: Hak unfuk Didampingi
s ahum Bagt Sernua Warga Negara, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm.
-

“irizn W. Bedner dan Val Jacqueline, Sebuah Kerangka Arnalisis nniuk
e Feperis dolem Bidang Akses ferhadap Keadilan, dalam Adrian W. Bedner
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dilan harus dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan mencapai
keadilan sosial dan tidak hanya membatasi diri pada akses terhadap
pengadilan saja.’

Rankin membedakan akses terhadap keadilan sebagai konsepsi
formal dan subtantif. Konsepsi formal merujuk akses terhadap
keadilan sebagai “kemampuan setiap orang untuk mendapatkan
akses yang layak dan efektif terhadap pengadilan serta tribunal yang
Jain dan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum
dari profesional yang berkualitas. Dalam artian ini akses tc rhadap
keadilan lebih berfokus kepada kondisi yang berkaitan dengan
pengadilan, prosedur pengadilan, biaya perkara, serta ketersediaan
pengacara.’ Konsepsi substantif lebih berfokus kepada kemampuan
seorang untuk dapat memperoleh keadilan substantive atau yang
merujuk kepada hasil substantive darl keadilan hukum. Konsep
ini sebenarnya lebih menantang konsep akses terhadap keadilan
agar juga diartikan sebagai kemampuan setiap orang untuk dapat
mengakses “hukum”.!*

Akses keadilan dalam segi formal dan substantif bukan untuk
diperdebatkan, akan tetapi keduanya dapat saling melengkapi.
Konsep substantive akan mencari akses tambahan pada proses
hukum formal dengan langkah-langkah yang lebih komprehensit
dengan tjuan agar sistem hukum lebih responsive terhadap
kebutuhan hukum negara. Termasuk di dalam langkah-langkah
tersebut adalah reformasi hukum substantif dan membentuk
alternatif penyelesaian sengketa.”! Selain itu pengakuan bahwa
terdapat hambatan baik secara budaya dan bahasa dalam mengenal
sistem hukum."

(Eds), 2012, Kajian Sosin Legal: Seri Unsur-unsur Penyusun Banguran Negara Hukium

Fidisi I, Bali: Pustaka Larasan. Lihat juga Emy Dyak k, Akses terhadap Keadilar
bagi Perempuan Pelaku Kejahalan di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Bantuan
FHukum dan Workshop Socio Legal “Rekonstruksi Bantuan Hukum yang Menjamin
Access to Justice”, Malang FH TINIBRAW, him. 290

E Eoderick A. MacDonald, “Access to Justice and Law Reform”, 10 Windsor
¥B Access fust 287 (1990), hlm. 294

¥ Micah B. Rankin, “Access to Justice and the Institutional Limnit of
Independent Courts”, 30 Windsor ¥.B. Aecess Just 101 (2012), him. 101-133

1 William E. Conklin, “Whither Justice - The Common Problematic of
Five Model of Access to Justioe”, 19 Windsor ¥B Access Just (2001), him. 29-295
Emy Dyak K, op.cit, hlm. 291

I Trevor CW. Farrow, “Dispute Resolution, Access to Civil Justice and
Legal Education”, Alta L Revivw 741 (2005) 42:3, hlm, 746-747

1 patricia Hughes, “Law Commision and Access to Justice: What Justice
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Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia, berfokus pada
dua tujuan dasar dari keberadaan sistem hukum, yaitu sistem
hukum scharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai
kalangan; dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan
Letentuan atau keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara
mdividual maupun kelompok. Ide dasar yang hendak diutamakan
dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (social
ustice) bagi warga negara dari semua kalangan. Dalam konteks
semdonesiaan, akses terhadap keadilan diartikan sebagai keadaan
dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar
cerdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi
manusia, dan menjamin akses bagi setiap warganegara agar dapat
memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari
Zan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga
sormal maupuninformal, didukung oleh mekanisme keluhan publik
vang baik dan responsif, agar dapat diperoleh manfaat yang optimal
Zan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.13

Negara melalui alal perlengkapannya berupaya mewujudkan
fanggung jawabnya dalam pemenuhan akses terhadap keadilan
oagi rakyat miskin. Sebagai sebuah upaya, hal tersebut patut
Zizpresiasi, meski dalam beberapa hal patut untuk dikritisi. Upaya
cniuk mewujudkan access o justice ini dalam implementasinya
meliputi tiga hal. Pertama, hak untuk memperoleh manfaat dan
mengunakan institusi peradilan; kedua, adanya jaminan ketersediaan
sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai
weadilan; dan ketiga, adanya metode dan prosedur yang efektif
ontuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.™ Upaya
w=izh dilakukan, akan tetapi apa yang tersurat dalam dokumen
s=emingkali berada di awang-awang, karena dalam dunia praktik,
=k sadikit rakyat miskin yang masih susah memperoleh akses
=emperoleh keadilan, sehingga sampai sckarang istilah vang
=engatakan bahwa pedang hukum lebih tajam ke bawah (orang
= =kin, tidak mampu atau tak berpunya) masih terus hidup dalam
semak masyarakat.

s e Be Talking About?”, 46 Osgoode Hal Law Revieo, 2008, hlm. 775. Erny
ek X o 1t

Bappenas, 2009, Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan, Jakarta:

B hlm. 5.

Wahyu Widiana, Access fo Justice for the Poor: The Badilag Fxperience,

st pada JACA Asia-Pacific Conference in Bogor, Maret, 2011, hlm. 2
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2. Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin: Antara Kewajiban Hukur
dan Kepekaan Sosial

Profesi advokat sebagai profesi yang mulia (officium noll.
mewajibkan pada pemegang profesi untuk bertindak sesu:
tuntutan profesinya. Sejalan dengan tuntutan tersebut, mak-
persoalan kepekaan sosial bukanlah hal yang seharusnya menjac
masalah. Akan tetapi perilaku advokat yang tidak sesuai denga-
tuntutan moral profesinya (kode ectik) menyebabkan scbuta-
profesi yang mulia itu menjadi bergeser ke arah yang tidak muliz
Profesi yang mulia tidak lantas menempatkan para advokat berac-
di langit para elit, mercka seharusnya peka dengan penderitaar
rakyat, membantu mengatasi kesulitan dan memberikan solu-.
atas persoalan yang dihadapi.

Berdasar ketentuan Pasal 22 ayat (1) ULT No. 18 Tahun 200°
tentang Advoat, bantuan hukum secara cuma-cuma waijib diberikar
advokat kepada pencari keadilan vang tidak mampu. Pasal in:
memberikan kewajiban atau beban bagi advokat, meski demikiar
tidak secara otomatis advokat mela kukannya. Banyak advokat yang
enggan, bahkan melarikan diri dalam memberikan bantuan hukur
karena tidak ada keuntungan ekonomis, dan jikapun dilaksanakan
akan dilaksanakan sckadarnya saja. Ketiadaan kemauan atav
keengganan advokat ini menyebabkan pemberian bantuan hukur
secara cumna-cuma atau pro bono publico hanyalah mitos belaka,"

Pemyataan ini didasarkan pada hasil penelitian di beberapa kotz
diJawa Tengah dan DKI Jakarta, di mana banyak advokat (terutama
advokat senior atau ternama) vang tidak mau atau menghindar:
pemberian bantuan hukum, dan jikapun memberikan bantuan hukumr
(biasanya advokat yunior), itu karena ditunjuk oleh hakim, Oleh
karena hasil penunjukan, kadang-kadang pemberian bantuan hukurm
dilakukan secara sckadarnya saja untuk kelancaran proses hukum
dalam peradilan, schingga advokat tidak “fight” dalam membel:
rakyat miskin. Dalam hal tertentu, mereka akan “ficht” meskipun
secara ekonomis tidak menguntungkan, yaitu dalam hal perkara
tersebut menarik minat publik dan diliput oleh media massa.'

¥  Bandingkan dengan hasil penclitian Frans Hendra Winarta yang,
mensinyalir kurangnya pembelaan terhadap rakyat kecil disebabkan karona
rendahnya keinginan untuk memberikan pembelaan secara pro bono publico,
dan kurangnya pengertian tentang pebelaan pro bono ita sendiri. | ihat dalam
Frans Hendra Winarta, 2009, op.eit, hlm, 5

¥ Bandingkan pula dengan hasil penelitian Marudut Tampubolon yang
mencatat adanya tiga kecenderungan perilaku advokat dalam memberikan bartuan
hukum bagi rakyat miskin, yaitu menghindar dengan berbagai alasan (biasanya
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Ada dua penafsiran dari frase “pemberian bantuan hukum
secara cuma-cuma” pada Pasal 18 tersebut. Penafsiran pertama
zdalah penafsiran yang secara umum dilerima, yaitu pemberian
Bantuan hukum secara cumna-cuma alias gratis pada segala tingkatan
peradilan. Klien (rakat miskin) tidak dibebani biaya apapun,
dengan kata lain segala pengeluaran ditanggung oleh advokat
itz sendiri. Ini meupakan konsekuensi dari kewajiban advokat
u Penafsiran kedua dari frase tersebut adalah, yang cuma-cuma
atau gratis "hanya” honorariumnya saja. Honoarium bagi advokat
=calah hak yang harus diterima setelah memberikan pekerjaan (jasa
ztzupun bantuan). Akan tetapi pada penafsiran kedua ini - selain
~onorarium - segala pengeluaran untuk keperluan bantuan hukum
Zibebankan kepada klien, seperti fotocopy, biaya transportasi,
somunikasi, dan lain-lain.

Apabila pengertian cuma-cuma itu hanya ditujukan kepada
sonorarium yang seharusnya diterima oleh advokat setelah
—emberikan jasa atau bantuan hukum, maka permintaan untuk
mz=os lain dapat diterima oleh akal. Akan tetapi pemberian bantuan
“ukum secara cuma-cuma jika diartikan secara lebih luas (dan ini yang
wemmumgkinan dimaksud oleh pembuat undang-undang serta diterima

‘=i masyarakat), maka segala pengeluaran vang digunakan untuk
me=ksanaan kewajiban ini (ongkos fotocopy, transpor, honorarium,
wosmunikasi, dan sebagainya) seharusnya gratis, tanpa pungutan

soepun. Akan tetapi dalam praktik yang dijumpai oleh peneliti

= Dberbagal kota yang menjadi sampel penelitian menunjukkan
semat=iran kedualah vang sering diterapkan. Dengan kata lain, rakyat
= =wn tetap dibebani biaya atau ongkos lain (selain honorarium)
=i advokat atas bantuan hukum yang diterimanya.

Sondisi ini perlu menjadi perhatian serius, di samping karena

;:;.bkan profesi advokat sebagai profesi yang mulia (officium
. kewajiban undang-undang, juga konsekuensi vang diemban

ey ?mrcsi ini seharusnya menimbulkan jiwa empati dan rasa
‘emmanusiaan pada rakyat miskin vang tidak memiliki daya dan
“se= pada keadilan. Kepekaan sosial memang tidak identik dengan
e chan keuntungan ekonomis atau materi yang didapatkan oleh
k=t akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah tidak

i e L menierima dengan Syarat perkara tersebut menarik {me.-nim]:rulkan
e 2fas profesi yang dapat menaikkan pamor advokat yang menangani
e wseTOL ‘dan ada advokat vang mau mencrima sepenuhnyva (terutama
s o Marudut Tampubolon, 2004, Membedak Profest Advokat, Perspekif
e s wierahes Advokat-Klien, Yovgakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 133-134
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ada rasa tanggung jawab untuk meringankan beban ra kyat miskin
sebagai bagian - misalnya dari jalan ibadah.

Pemegang profesi memiliki tanggung jawab sosial vang berup:
pemberian pelayanan kepada sesama, dan pemberian bantuar
hukum merupakan salah satu wujud dari pelayanan sosial. Jika
dalam perusahaan atau korporasi ada social corporate responsibility
apakah dalam diri advokat tidak ada social profession responsibility?.
Inilah pertanyaan yang musti dijawab, karena di samping profes:
itu mendatangkan keuntungan ekonomis, bisa menjadi jalan ibadah
(dalam hubungan vertikal kepada Tuhannya), dan bisa pula terwujuc
dalam tanggung jawab sosial berupa pelayanan sosial (bantuan
kepada rakyat miskin (dalam hubungan horizontal den San sesams
manusia). Nampaknya ini menjadi tugas dari para pendidik (baik
dosen pada pendidikan formal maupun pengajar pada Kursus
PKPA)," organisasi profesi, dan advokatitu sendiri, serta masyaraka:
untuk mengingatkan tugas dan tanggung jawab profesi advokat

Problem Akses terhadap Dana Bantuan Hukum Pemerintah
Pemerintah mencoba untuk mengatasi persoalan keengganan
para advokat membantu rakyat miskin karena ketiadaan keuntungar
ekonomis yang didapatkan dari pemberian bantuan hukum dengan
mengeluarkan UL No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan IIukum
Melalui undang-undang ini, negara menyediakan dana bagi advoka:
yang memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin. Undang
undang tidak menyebutkan apakah dana itu schagai honorarium atau
ongkos/biaya lain yang diperlukan dalam pemberian bantuan hukum
akan tetapi dengan merujuk pada penatsiran di atas, maka dana itu
seharusnya diperuntukkan untuk honorarium sekaligus ongkos
biayalainnya. Akan tetapi langkah pemerintah ini juga menimbulkar:
persoalan baru terulama dengan persyaratan-persyaratan yang
tidak mudah dipenuhi oleh advokat sebagai individu mMaupun vang
tergabung dalam kelembagaan atau organisasi bantuan hukum.

" Lihat penjelasan pemikiran mengenai corporate social responsbilit

sebagai alternatif pembiayaan pemberian bantuan hukum pada rakyat miskir
pada Agus Raharjo dan Angkasa, Bantuan Hukum pada Rakya! Miskin { Sludi terhade
Kebijakan Diskriminatif Pemerintah dan Alternatif Pentbiayaan Lain Bagi Adovoke:
Penerima Dana Bantuan Hukum), Prosiding Seminar Nasional Bantuan Hukum das
Workshop Socio Legal “Rekonstruksi Bantuan Hukum yang Menjamin Access to
Justice”, Malang, 24-25 Juni 2013, FH UNIBRAW, hlm. 2742853

®  Untuk persoalan ini, baca dan bandingkan dengan pemikiran Joy dar
Wersselberg dalam Peter A. Joy and Charles 1. Weisselberg, “Access to Justice
Academic Freedom, and Political Interference: A Clinical Program Under Siege
4 Clinical L. Rev. 531 (1997) ;
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Perspalan yang pertama adalah adanya persyaratan administrasi
vang harus dipenuhi untuk perolehan dana bantuan hukum ini
“itujukan pada lembaga bantuan hukum (LBH/OBII) sebagai
sebuah organsiasi bukan individu advokat. Jika dana itu ditujukan
untuk pembiayan bantuan hukum yang diberikan oleh advokat
sepada rakyat miskin, mengapa harus dibuat mekanisme akreditasi
embaga dan tidak ditujukan pada advokat sebagai individu. Meski
snggota dari LBH/OBH terdiri dari para advokat, akan tetapi
“engan menempatkan lembaga sebagai penerima dana bantuan
~ukum, hal ini membatasi advokat (sebagai individu atau yang
serpraktik mandiri atau atas penunjukan hakim) untuk mengakses
Zana bantuan hukum tersebut.

Persoalan kedua adalah berkaitan dengan pertentangan antara
2z perundang-undangan, yaitu antara UU Ne. 18 Tahun 2003 (Pasal
22 avat (1) dan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,
“emberian bantuan hukum kepada orang tidak mampu (rakyat
muskin), merupakan kewajiban yang diberikan undang-undang
L1 No. 18 Tahun 2003) kepada advokat. Undang-undang ini tidak
menvebutkan advokat yang berpraktik mandiri ataupun tergabung,
Zalam LBH/OBLH, dengan kata lain kewajiban ini melekat kepada
para pemegang profesi advokat. UU No. 16 Tahun 2011 justru
menjungkirbalikkan ketentuan dalam undang-undang advokat,
sarena pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin dikaitkan
“engan dana atau uang yang akan diterima oleh advokat sebagai
pemberi bantuan hukum. Orientasi pemberian bantuan hukum oleh
acvokat sebagai tanggung jawab dari profesi yang officriom nobile dan
wwo bono publico, diarahkan oleh pemerintah kepada komersialisasi
Serupa penyediaan dana bantuan hukum.

Persoalan ketiga adalah, sampai saat ini masih banyak hakim
pengadilan yang menunjuk seorang advokat untuk memberikan
santuan hukum kepada rakyat miskin kepada advokat yang tidak
wrzabung dalam OBLY/LBH terakreditasi. Penunjukan ini memang
sesuai denganundang-undang, dalam arti dalam perkara tertentu yang
mewajibkan para pihak didampingi advokat sedangkan salah satu
-k atau dua-duanya belum didampingi advokat, maka pengadilan
=+an menunjuk advokat yang ada untuk mendampinginya. Apabila
senunjukan ini tidak diiming-imingi dengan akses terhadap dana
Sanfuan hukum, tentu ini merupakan pelaksanaan kewajiban advokat
soagaimana diamanatkan dalam undang-undang,. Akan tetapi apabila
=mudian orientasi berubah, berupa akses terhadap dana bantuan
ukum (baik vang disediakan oleh pemerintah melalui Kanwil Hukum
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dan TTAM maupun yang dianggarka oleh Mahkamah Agung), mak-
persoalan kedua di atas kembali muncul.

Persoalan keempat berkaitan dengan birokrasi pemerintahar
dalam akses dan pencairan dana bantuan hukum. OBH/LEL
terakreditasi yang diberi wewenang memberikan bantuan hukurr
bagi rakyat miskin meski sudah diberikan pelatihan atau tutoriz
oleh Kanwil  Tukum dan FIAM setempat, bukanlah orang yang bia=
berhubungan dengan birokrasi dalam pencairan dana pemerinta:
apalagi sekarang menggunakan sistem online. Data di Surakar:=
menunjukkan bahwa akses perolehan dana itu cukup sulit, sehings:
memakan waktu lama untuk pencairannya, padahal dana tersebu
(meskipun jumlahnya tidak besar) cukup membantu jalannv:
roda organisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langka-
yang progresif agar antara pengajuan dana dan pencairan dap:
dilakukan dalam jangka waktu vang tidak terlalu lama.

Mendasarkan pada pembahasan di atas, terbitnya peraturas
tidak serta merta menyelesaikan masalah yang ada dalaz
masyarakat, malahan justru menimbulkan masalah baru yar:
kemungkinan tidak dipikirkan sebelumnya oleh pembuat undang
undang. Apabila yang dibaca hanya undang-undang saja, meman:
tidak akan nampak muncul persoalan, akan tetapi jika undang
undang itu diimplementasikan, maka persoalan-persoalan ake:
bermunculan seiring dengan kelemahan bawaan yang ada pac-
undang undang itu. Meski demikian, aparat penegak hukum jang=
menjadikan undang undang sebagai kitab suc yang tidak bole
dilanggar apabila kepentingan rakyat dirugikan. Jika dipandar-
perlu dan demi kemaslahatan manusia, undang-undang tersebu
boleh dikesampingkan, karena - sebagaimanaidiom dalam hukuz
progresif bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untu:
hukum — manusialah yang seharusnya menjadi sentral dalar
penegakan hukum. Ini merupakan dilema bagi pemerinta!
antara melaksanakan undang-undang, melaksanakan kewajibas
“memelihara” fakir miskin dan penerapan asas equality befor
the law sebagai konsekuensi negara hukum, kewajiban membava
jasa yang diberikan oleh advokat yang telah memberikan bantua-
hukum, dan keinginan untuk menghabiskan anggaran negara.

SIMPULAN
Akses terhadap keadilan (access to justice) bagi rakyat miskin pac:
negara berkembang masih menjadi persoalan yang serius. Simpula

yang dapat diberikan berdasar pembahasa di atas adalah sebag:
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et Pertama, salah satu aspek dari access to justice berupa pemberian
- =an hukum menjadi persoalan yang menarik, karena persoalan
 sesada diantara kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang
~ ez advokat dan kewajiban negara sebagaimana diamanatkan
“= konstitusi di satu sisi dan pada sisi lain merupakan hak dari
e muskin. Meski demikian, pertentangan antara kewajiban advokat
- s=harusnya pro bono publico atau prodeo dalam pemberian bantuan
== bagl rakyat miskin, direduksi oleh pemerintah dengan iming-
s pemberian dana bagi OBH/LBII yang telah memberikan bantuan
~om Dengan kata lain sesungguhnya pemerintah telah merusak
sesisme dari para advokat.

‘oz, keluarnya undang-undang bantuan hukum sebenarnya
wwmouikan beberapa persoalan baru yang sebelumnya kemungkinan
- Zpikirkan oleh pembuat undang-undang. Persoalan itu berupa
oo aratan vang diberikan oleh pemerintah dalam mengakses dana
“erwan hukum, pertentangan antara idealisme advokat versus
© ersahsast yang difasilitasi oleh pemerintah, dan birokrasi keuangan

~mizh dalam perolehan dan pencairan dana bantuan hukum yang
e -belit. Persoalan tersebul bukan untuk diinvetarisir saja, akan
“o periu dicarikan pemecahan agar rakyat miskin dipenuhi hak-
~w7 2 dan tidak sekadar menjadi komoditas politik belaka.
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